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Kita harus membuat sejarah. 

Kita mesti menentukan masadepan yang sesuai dengan  
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ABSTRAK 

 

Tesis ini meneliti tentang larangan Notaris mempromosikan diri melalui 
internet berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Isu dari 
permasalahan yang dirumuskan yaitu 1) Apa saja bentuk promosi Notaris yang 
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 
Notaris? 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri 
melalui internet? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengacu 
kepada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk 
peraturan maupun dalam bentuk literatur. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Analisisnya secara 
deskriptif kualitatif, yang mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga 
menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai keadaan sebenarnya 
sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian 
ini adalah bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran yaitu Notaris 
yang mempromosikan diri, baik diri sendiri maupun bersama-sama, dengan 
mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau 
elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan lainnya, 
yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Mempertanggung 
jawabkannya melalui sanksi yang termuat dalam Pasal 17 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 6 ayat (1) 
Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut adalah peringatan tertulis, pemberhentian 
sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak 
hormat. 

 

Kata Kunci : Promosi Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 
Notaris 
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ABSTRACT 

 

This thesis examines about prohibition Notary self promoting throught the 
internet based on invite Notary office and Notary code of ethics. Issue of the 
problem formulated that is 1) What are the forms of Notary promotions which is a 
violation of invite Notary office and Notary code of ethics? 2) How is the 
responsibility of the Notary who do self-promotion throught the internet? This 
type of research is yuridis normatif, which refers to written legal norms, both as 
outlined in the form of rules and in the form of literature. The approach used is 
conceptual approach and the statutory approach. The analysis deskriptif kualitatif, 
which collects and selects legal materials according to the problem under study, 
then described so as to produce an appropriate picture or conclusion the actual 
circumstances so that it is able to answer all existing problems. The results of this 
study are form of promotion of a Notary public which is a violation viz 
self-promoting Notary public, both yourself and together, by stating the name and 
position, using print and/or electronic media in the form of advertisements, 
congratulations, condolences, and others, which affects the honor and dignity of a 
Notary public office. Account for it through sanctions contained in article 17 
paragraph (2) constitution number 2 of 2014 about the position of Notary and 
article 6 paragraph (1) Notary code of ethics. The sanction is written warning, 
temporary stop, dismissal with respect, or dismissal with no respect. 

 

Keywords: Promotion of a Notary Public, Invite Notary Office and Notary Code 
of Ethics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.1 

Pernyataan di atas dapat diketahui peranan penting Notaris, yang oleh 

Undang-Undang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 

UUJNP yaitu untuk membuat alat bukti autentik mengenai perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang dihauskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang.2 

Terkait mengenai begitu besarnya tugas dan wewenang yang dimiliki 

Notaris, maka dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus 

tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
2 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
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etik, oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Maksud dari 

jabatan kepercayaan adalah seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang 

baik. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang ia ketahui dari 

orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. Notaris merupakan profesi 

hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (nobile 

officium). Disebut nobile officium dikarenakan profesi Notaris sangat erat 

hubungannya dengan kemanuasiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat 

menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang atau 

terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.3 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan dari 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (stb. 1860-3) 

dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb. 1830:3) yang berasal 

dari Pemerintah Belanda. UUJNP merupakan hukum positif yang harus 

dipatuhi oleh setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Sebagai 

Pejabat Umum, Notaris harus berpegang teguh tunduk pula pada Kode etik 

Notaris. 

Keberadaan Kode Etik Notaris ditentukan oleh perkumpulan atau 

organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang merupakan satu-satunya 

wadah organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 82 ayat (1,2,3) UUJNP, yaitu: 

1) Notaris berhimpun dalam Wadah Organisasi Notaris. 

                                                           
3 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, 

Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm.65. 
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2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Ikatan Notaris Indonesia. 

3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-

satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk 

dengan maksud dan tujuan yang meningkatkan kualitas profesi Notaris. 

Menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam 

Kode Etik Profesi adalah:4 

1. Memberikan standar etika 

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam 

Kode Etik Profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung 

jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada 

umumnya. 

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan 

Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota 

profesi dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, 

seorang profesional menghadapi dilema dan menentukan apa yang harus 

mereka perbuat. 

3. Memberikan imbauan moralitas 

Kode Etik memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam 

melaksanakan tugas di bidangnya. Imbauan tersebut, meskipun bersifat 

                                                           
4 I Gede A.B Wiranata,Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika 

Profesi Hukum), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 251. 
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moralitas, seorang profesional diingatkan untuk melakukan profesi tanpa 

tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah suatu 

yang bersifat luhur. 

4. Sarana kontrol sosial 

Kemandirian profesi yang dimiliki seringkali menjadi sebuah profesi 

sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau 

mematuhi ciri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila 

semua profesional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik 

menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi. 

Menurut kode etik Notaris, Notaris di dalam melakukan tugas dituntut 

agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan ketrampilan 

menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan 

masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa 

Indonesia yang baik, jika hal-hal tersebut diwajibkan oleh kode etik Notaris 

agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dijumpailah peranan bahwa 

perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.5 

Seorang Notaris dituntut mempunyai sikap kemandirian, jujur, tidak 

berpihak dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Berbagai realisasi 

dari sikap di atas maka mengadakan kantor cabang/perwakilan atau 

mempergunakan media massa yang bersifat promosi adalah suatu sikap yang 

                                                           
5 Supriadi,  Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2010, hlm. 108.  
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dinilai tidak memiliki nilai kemandirian dan nilai kejujuran, dan karenanya 

perbuatan tersebut oleh kode etik dilarang dilakukan oleh seorang Notaris.6 

Promosi yang dilakukan bentuknya seharusnya hanya dari plang papan 

nama yang dipasang di lingkungan kantor Notaris. Namun, ada juga Notaris 

dalam menjalankan profesinya mempromosikan diri melalui media internet. 

Promosi Notaris melalui media internet dapat dalam bentuk iklan-iklan oleh 

seorang Notaris dengan mencantumkan nama dan jabatannya dalam media 

internet. 

Dapat ditemukan dalam beberapa halaman yang dapat digunakan oleh 

Notaris untuk mempromosikan dirinya seperti intagram, wordpress, yahoo, 

website, twitter, path, dan masih banyak lagi. Banyak kita jumpai Notaris yang 

mempromosikan diri melalui internet salah satu contohnya melalui website 

www.alamatkantorperusahaan.com  ada salah satu Notaris yang berinisial “A” 

yang mana Notaris tersebut mempromosikan dirinya sebagai Notaris termurah 

di Jakarta Selatan melalui website tersebut. Dalam website tersebut 

dicantumkan nama berserta jabatannya, nomor hp, nomor telfon, dan bahkan 

alamat lengkap. 

Hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris 

menyatakan, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan 

Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun 

                                                           
6 Ibid., hlm. 109. 

http://www.alamatkantorperusahaan.com/
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secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, 

menggunakan sarana Media Elektronik dan/atau Media Cetak, dalam bentuk: 

1. Iklan; 

2. Ucapan selamat; 

3. Ucapan belasungkawa; 

4. Ucapan terimakasih; 

5. Kegiatan pemasaran; 

6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun 

olahraga.7 

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik INI , 

dibentuklah Dewan Kehormatan INI yang bertugas untuk memeriksa dan 

mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang 

bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat 

langsung.8 Perangkat organisasi yang mengatur/mengurusi masalah penegakan 

hukum profesi Notaris yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan 

Kehormatan. Sementara Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi 

dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.9  

Maka berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan judul “Larangan Notaris 

                                                           
7 Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 
8 Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 35.  
9 Pasal 1 huruf (d) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 
 
 



7 
 

Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris 

Dan Kode Etik.”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apa saja bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris yang melakukan promosi diri 

melalui internet?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sarana atau target mengenai yang hendak 

dicapai dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan 

seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk larangan promosi 

Notaris di media Internet yang termasuk pelanggaran terhadap Undang-

Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban 

Notaris terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode 

etik Notaris dalam mempromosikan jabatan Notaris dengan 

menggunakan media internet. 

 

 



8 
 

D. Orisinalitas Penelitian 

Sepanjang pengetahuan dan penelusuran kepustakaan yang telah penulis 

lakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tidak 

ditemukan adanya karya tulis apapun yang meneliti tentang Pemakaian Media 

Internet untuk Promosi Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan Kode Etik Notaris.  

Adapun karya tulis yang terkait dengan ruang lingkup atau tema 

penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah, sebagai berikut: 

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian 

No Penulis Judul Tahun Faktor Pembeda 

1. Wella 
Darossi 
Sinulingga 

Tinjauan Yuridis 

Pengiklanan Diri 

Notaris di Kota 

Yogyakarta10 

2011 Dalam segi isinya. Wella 

Darossi Sinulingga lebih 

menekankan tentang 

kesesuaian pengiklanan 

Notaris di Kota 

Yogyakarta dengan 

Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan kode etik 

Notaris serta peran dari 

Majelis Pengawas Daerah 

dan Dewan Kehormatan 

Daerah. Dalam penelitian 

ini menjelaskan bahwa 

seiring dengan 

                                                           
10 Wella Darossi Sinulingga,.“Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris di Kota 

Yogyakarta”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
2011. 
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perkembangan 

keterbukaan informasi, 

teknologi komunikasi dan 

juga banyaknya jumlah 

Notaris menyebabkan 

beberapa Notaris 

melakukan tindakan 

proaktif dalam 

pelaksanaan jabatannya. 

Notaris yang seharusnya 

dalam melaksanakan 

jabatannya dengan penuh 

tanggung jawab dengan 

mengahayati keluhuran 

martabatnya, jabatannya 

menjadi dilema.Sehingga 

berbeda dengan penelitian 

ini, karena penelitian yang 

penulis lakukan 

menitikberatkan pada apa 

saja bentuk larangan 

promosi Notaris di media 

internet yang termasuk 

pelanggaran terhadap 

kode etik Notaris dan 

Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan bagaimana 

pertanggung jawaban 

Notaris terhadap 

pelanggaran kode etik 

Notaris dan Undang-
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Undang Jabatan Notaris 

dalam mempromosikan 

jabatan Notaris dengan 

menggunakan media 

internet. 

 

2. Nurhera Pengawasan 

terhadap 

pelanggaran kode 

etik Notaris dalam 

pemakaian media 

cetak untuk 

promosi jabatan 

Notaris di 

Kabupaten 

Sleman11 

2011 Dari segi hasil penelitian 

Nurhera dapat diketahui 

Pengawasan pelanggaran 

pemakaian media cetak 

promosi jabatan Notaris 

dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Daerah 

bekerjasama dengan Dewan 

Kehormatan Daerah 

Kabupaten Sleman. Secara 

garis besar dalam penelitian 

ini lebih mengedepankan 

fungsi Majelis Pengawas 

Daerah dalam melakukan 

pengawasan atas pelanggaran 

kode etik. Adapun perbedaan 

dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah 

dengan menfokuskan 

pelanggaran pemakaian 

media cetak sedangkan 

penulis meneliti terhadap 

                                                           
11 Nurhera,“Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pemakaian 

Media Cetak Untuk Promosi Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”,Tesis, Program Studi 
Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011. 
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pelanggaran media 

elektronik, tentunya ini akan 

memberikan hasil penelitian 

yang berbeda. 

3. Riyan 

Saputra 

Penegakan Hukum 

Terhadap Notaris 

Yang 

Mempromosikan 

Diri Melalui 

Media Sosial12 

2018 Penelitian ini membahas 

tentang pelaksanaan 

pengawasan terhadap 

pelanggaran kode etik 

Notaris dalam 

mempromosikan media 

sosial serta kendala apa 

yang mempersulit 

jabatannya. Dalam 

penelitian ini menjelaskan 

pengawasan terhadap 

pelanggaran kode etik 

Notaris yang 

mempromosikan diri 

melalui media sosial. Dari 

hasil penelitian dapat 

diketahui pengawasan 

pelanggaran pemakaian 

media sosial jabatan 

Notaris dilakukan oleh 

Majelis Pengawas Notaris 

dan Dewan Kehormatan 

Notaris. Adapun 

perbedaan dengan 

                                                           
12 Riyan Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan diri 

Melalui Media Sosial”,Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2018. 
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penelitian pengawasan 

lebih ditujukan kepada 

Majelis pengawas Notaris 

dan Dewan kehormatan 

Notaris, sedangkan 

penulis menitikberatkan 

pada larangan Notaris 

mempromosikan diri 

melalui Internet berdasar 

UUJN dan Kode Etik. 

 

 

 

E. Kerangka Teori 

Melalui kerangka teori, peneliti dapat memiliki pemahaman yang luas dan 

dalam tentang masalah penelitian yang diteliti, selanjutnya peran kerangka teori 

dari beberapa sumber antara lain: 

1. Notaris 

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi Scribae pada 

masa romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). Scribaeadalah 

seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah 

kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang 

sifatnya publik maupun privat. Profesi Scribae sangat dibutuhkan pada waktu 

itu karena sebagian besar  masyarakat buta huruf.13 

                                                           
13 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia,  Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang 

dan Di Masa Akan Datang, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 40. 
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Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan 

nama jabatan Notarius. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh 

masyarakat romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan 

menulis.14 Pada abad kelima dan keenam, sebutan Notarius diberikan kepada 

penulis atau sekretaris raja. Dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang 

menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat 

kenegaraan.15 Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan Notariusdiberikan 

kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

administratif. Notarius merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk 

pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya.16 

Keberadaan suatu lembaga semacam Notariat tidak hanya berkembang di 

italia. Misalnya seperti Perancis. Ilmu Notaris mengalami masa keemasan di 

Perancis pada abad ke 13. Raja Lodewijk de Heilege merupakan tokoh 

ketatanegaraan Perancis yang dianggap berjasa dalam mengembangkan konsep 

kenotariatan dengan membuat Undang-Undang khusus mengenai 

kenotariatan.Undang-undang inilah yang kemudian menjadi acuan bagi 

Undang-Undang setelahnya. Raja Lodewijk de Heilege mengangkat Notaris 

sebagai pejabat (ambtenaar) meskipun hanya berlaku khusus di kota 

Perancis.17 

Pada tanggal 6 Oktober 1791 lahir Undang-Undang Kenotariatan di 

perancis yang menghapus perbedaan di dunia kenotariatan. Undang-Undang 

                                                           
14 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 7. 
15 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op.cit.,hlm.41. 
16 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 8. 
17 Ibid., hlm. 10. 
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tersebut juga menghapuskan ketentuan bahwa jabatan Notaris dapat dijual dan 

diwariskan. Tercatat baru di abad ke 13, akta yang dibuat oleh Notaris bersifat 

sebagai aka umum yang diakui dan di abad ke 15 akta Notaris mempunyai 

kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum.18 Pada 

waktu itu akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak 

mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan 

alat bukti saksi. 

Selanjutnya berdasarkan asas concordantie lahirlah apa yang dikenal 

dengan Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie atau yang disebut 

dengan peraturan jabatan Notaris di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 

1860 dengan Staatsblad nomor 3. Undang-undang jabatan Notaris atau wet op 

het Notarisambt (Notaris wet) pada dasarnya tetap mengacu pada Undang-

undang buatan perancis sebelumnya (ventost wet) dengan penyempurnaan pada 

beberapa pasal misalnya tentang penggolongan Notaris, Dewan Pengawas, 

masa magang, dan proses tekhnik pembuatan akta.19 

2. Kewenangan dan Larangan Notaris 

Kewenangan Notaris menurut pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris 

adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan 

yang diharuskan oleh peratutan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 
                                                           

18 Ibid., hlm. 17. 
19 Pengurus Pusat Ikatan Notaris  Indonesia, Op.Cit., hlm. 47. 
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pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.20Notaris 

memiliki wewenang pula untuk : 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar; 

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan  

akta; 

f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan; 

g. Membuat akta risalah lelang. 

Selain mempunyai kewenangan, seorang Notaris juga mempunyai 

kewajiban seperti yang terkandung dalam pasal 3 kode etik Notaris.21 

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris 

menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, 

merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat; 

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan 

Notaris; 
                                                           

20 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
21 Pasal 3 Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia 
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a) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat 

mempengaruhi jabatan yang diembannya; 

b) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perkumpulan; 

3. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung 

jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan 

Notaris. 

a) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap 

profesi; 

b) Mandiri dalam arti dapat menyelengarakan kantor sendiri, 

tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak 

menggunakan jasa pihak lain yang mengganggu 

kemandiriannya; 

c) Tidak berpihak berarti tidak membela/mengguntungkan salah 

satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan 

keadilan; 

d) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat 

mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang 

dibuatnya dan bertanggung jawab terhadapa kepercayaan 

yang diembannya. 

Menurut C.S.T Kansil Christine S.T Kansil mengatakan bahwa dalam 

menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja, 

mandiri, jujur dan tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab, Notaris 
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dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan 

sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor 

perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam 

melakukan tugas jabatanya tidak mempergunakan media massa yang bersifat 

promosi. Nilai yang dapat ditarik dari pasal ini adalah nilai kemerdekaan 

(kemandirian), kejujuran, keadilan, (objektivitas).22 

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan.23 Notaris 

dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang 

melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-

sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media 

cetak dan elektronik dalam bentuk: 

a. Iklan; 

b. Ucapan selamat; 

c. Ucapan belasungkawa; 

d. Ucapan terimakasih; 

e. Kegiatan pemasaran; 

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun 

olahraga. 

Menururt Suwahardi K. Lubis, andainya penyimpangan-penyimpangan 

cukup meluas/jauh dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya 

krisis, yaitu adanya perubahan fundamental. Hal seperti itu tentunya akan 

mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan 
                                                           

22 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil,Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta, PT. 
Pradnya Paramita, 2006, hlm. 88. 

23 Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 
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Negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan harkat dan martabat profesi 

itu sendiri.24 

3. Hubungan Etika dan Profesi Notaris 

Pembinaan profesional pada setiap profesi harus didukung dengan etika 

profesional dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesi nya. Sehingga 

tanggung jawab dan etika profesi dapat lebih diartikan sebagai kewajiban 

menjalankan pekerjaan profesi tersebut, berdasarkan hukum maupun 

berdasarkan moral agar setiap pemberi kepercayaan kepadanya selalu 

menghargai dan menghormatinya sebagai seorang profesional yang 

bertanggung jawab.25 

Apabila rasa tanggung jawab dan patuh pada etika profesional selalu 

berada pada diri bahu para pengabdi profesi, maka disini akan ditemui adanya 

integritas dan moral. Integritas dan moral adalah tonggak atau pilar utama 

dalam menegakkan dan mengukuhkan dalam hal tanggung jawab dan etika 

profesional, karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah atau 

gagallah soal tanggung jawab dan etika profesional dalam mekanisme 

hidupnya.26 

Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui 

dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu 

kode etik. “kode” adalah segala bentuk tertulis dan disepakati kekuatan 

hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini 

                                                           
24 Suwardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum,Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 37. 
25 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum,Semarang,CV. 

Wahyu Pratama, 1991, hlm.  61. 
26 Ibid., hlm. 61. 
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adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesional tertentu 

dalam menjalankan profesinya.27 

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan pedoman moral atau kesusilaan 

untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam 

menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan 

mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian kode etik Notaris adalah 

tuntunan, bimbingan pendoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku 

pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang 

pembuatan akta.28 

Kode etik Notaris menurut Abdulkadir Muhammad meliputi :29 

a. Etika kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai 

profesional; 

b. Etika profesi tugas jabatan; 

c. Etika pelayanan terhadap klien; 

d. Etika hubungan sesama rekan Notaris. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis yang digunakan adalah yuridis 

normatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum tertulis, baik yang 

                                                           
27 Dodik Handoko, Makalah Etika Profesi Notaris, Situscopling.blogspot.com 
28 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Bandung,BIGRAF Publishing, 1995, hlm. 29. 
29 Abdulkadir Muhammad,Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,2004, hlm. 

32. 
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dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur 

lainnya. 

 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini meliputi bentuk dan tanggung jawab promosi 

Notaris berdasar  UUJN dan Kode Etik.  

Sedangkan yang dijadikan Narasumber didalam penelitian ini adalah: 

a. Notaris yang sudah praktek lebih dari 15 tahun di Kota Yogyakarta; 

b. Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. 

3. Data penelitian  

Adapun dalam penelitian ini paling tidak terdapat tiga bahan 

hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yakni diantaranya :  

1. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer yaitu, bahan bahan hukum yang bersifat 

mengikat yang terdiri dari :  

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris; 

b) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada Januari 

2005 dalam Konferensi Luar Biasa Bandung. 

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 



21 
 

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Notaris. 

d) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor: M-01.HT.03.01 

Tahun 2003 tentang Kenotarisan. 

e) Undang-Undang Informasi dan Teknologi. 

f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Stb.1847-23. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan 

suatu penjelasan tentang bahan hukum primer, yang mencangkup 

sebagai berikut: 

a) Buku-buku yang membahas mengenai Notaris dan kode etik 

profesi Notaris; 

b) Doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan 

Notaris dan kode etik profesi Notaris; 

c) Hasil penelitian tentang pemakaian media elektronik untuk promosi 

jabatan Notaris. 

3. Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari tambahan seperti kamus 

hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

4. Tekhnik pengumpulan data 

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 
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a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji, buku jurnal, 

yang memungkinkan berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

b. Studi dokumen, yaitu metode memahami berbagai dokumen resmi 

institusional yang berupa putusan  dan sebagainya, yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian.  

5. Metode pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum, peneliti ini menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang 

relevan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.30 

6. Analisis bahan hukum 

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi 

bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian 

dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh 

permasalahan yang ada. 

                                                           
30 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm. 60. 
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G. Sistematika penulisan  

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab secara garis besar yang terdiri 

dari:  

BAB I adalah berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang 

masalah yang menggambarkan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  Berisi tentang larangan bagi Notaris berdasar Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Kode Etik yang memuat Notaris, Kode Etik Notaris, promosi 

diri melalui internet, pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan 

Dewan Kehormatan Notaris Kode Etik Profesi Notaris 

BAB III  Menganalisa hasil dari rumusan masalah yaitu bentuk promosi 

Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris 

dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui 

internet. 

BABIV   Berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LARANGAN BAGI NOTARIS BERDASAR UUJN DAN KODE ETIK 
NOTARIS 

A. Notaris 

1. Pengertian Notaris 

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan 

yang disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. 

Masyarakat yang membutuhkan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat 

bukti saksi. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul 

dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat 

bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi 

diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh 

kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila Undang-Undang 

mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti 

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.1 

Lembaga Notariat mulai dikenal di Negara Indonesia sejak masa 

penjajahan Belanda, yang mana pada awalnya lembaga ini hanya diperuntukan 

bagi golongan Eropa khususnya dalam bidang Perdata, namun dalam 

perkembangannya, lembaga Notariat juga dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat 

Indonesia yang membutuhkan alat bukti tertulis dalam membuat suatu perjanjian. 

Profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam 

masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti 

                                                           
1 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 2. 
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tertulis mengenai akta-akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

1868 KUHPerdata. 2 Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata 

adalah:“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.3 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 menerangkan Notaris adalah Pejabat Umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya.4 

Pengertian Notaris dalam sistem civil law yang diatur dalam Pasal 1 Ord. 

Stbl. 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku 

tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soeondo disebutkan 

pengertian Notaris adalah sebagai berikut: 

Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya) yang berwenang 

untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, 

dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk 

dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat 

otentik, menjamin tanggal, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse 

(salinan, sahih), salman-salman (turunan-turunan), dan kutipan-kutipan, semua itu 

                                                           
2 Nico, Op.Cit., hlm. 35. 
3 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004. 
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apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat atau 

orang-orang lain.5 

Perihal mengenai pengertian Notaris yang diatur dalam Staatblat Nomor 3 

Tahun 1860 yang ditetapkan sebagai Notaris Reglement (Peraturan Jabatan 

Notaris) sekarang sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan. 

Definsi yang diberikan oleh UUJNP ini merujuk pada tugas dan 

wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai 

pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta 

kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJNP.6 

2. Kewenangan Notaris 

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan 

kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang mengatur tentang jabatan tersebut. Secara yuridis, kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah membuat akta autentik, hal 

ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP. Kedudukan Notaris 

adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak 

pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. 

                                                           
5  R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 41. 
6  Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 48. 
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Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUJNP, adalah:7 

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh 

Undang-Undang. 

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

b. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan; 

c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; 

d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

f. Membuat Akta Risalah Lelang. 

                                                           
7 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 



5 
 

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua 

tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pajabat 

lain yang telah diatur oleh Undang-Undang , seperti akta-akta pada catatan sipil 

yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat 

oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu. 

Dalam menjalankan tugas jabatannya, wewenang Notaris wajib hanya 

meliputi satu daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wajib 

hanya memiliki satu kantor, tidak diperbolehkan mempunyai kantor cabang, 

perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu, Notaris tidak berwenang secara 

teratur menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya. Artinya, akta 

Notaris harus disahkan di Kantor Notaris, apabila hal ini dilanggar maka akta 

yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna dan hanya 

memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. 

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah untuk kepentingan 

publik. Wewenang dari Notaris diberikan olrh Undang-Undang untuk kepentingan 

publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri sehingga kewajiban-

kewajiban Notaris adalah kewajiban Jabatan (ambtsplicht).8 

 
                                                           

8 E. Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius, Jakarta, Storia 
Grafika, 2001, hlm. 304. 



6 
 

3. Hak, Kewajiban, Larangan Notaris 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, Notaris memiliki 

hak-hak yang dapat diperolehnya selama menjalankan jabatannya sesuai dengan 

ketentuan yang di dalam UUNJP, hak tersbeut merupakan sesuatu yang harus 

ditaati berkaitan dengan jabatan yang diembannya sebagai pejabat publik, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Hak Cuti 

Notaris dalam menjalankan jabatnnya mempunyai hak untuk memperoleh 

cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 

30, Pasal 31, Pasal 32  UUJNP. Notaris oleh Undang-Undang diberikan 

hak untuk mengajukan cuti dengan keseluruhan jumlah cuti yang boleh 

diambil paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan jabatannya. 

Notaris dapat mengambil cuti paling lama hanya diperbolehkan selama 5 

(lima) tahun dengan ketentuan hak cuti dapat diperoleh setelah Notaris 

menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. Apabila Notaris ingin 

menggunakan hak cutinya maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris 

pengganti. 

2) Hak untuk mendapatkan Honorarium 

Selain mendapatkan hak untuk cuti, Notaris jugas memiliki hak untuk 

mendapatkan honorarium atas jasa yang diberikan klien sesuai dengan 

kewenangannya. Honorarium yang boleh diterima oleh Notaris diatur 

ketentuannya dalam Pasal 36 UUJNP. Ketentuan honorarium merujuk 

pada Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUNJP. 
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Honorarium yang diatur dalam Pasal 36 UUJNP, yaitu:9 

a) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan 

sesuai dengan kewenangannya; 

b) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai 

ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. 

c) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh 

objek setiap akta sebagaimana berikut: 

i. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 

ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima 

paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen); 

ii. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang 

diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau 

iii. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium 

yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris 

dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari 

objek yang dibuatkan aktanya. 

d) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap 

akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah). 

                                                           
9 Pasal 36 ayat (1,2,3,4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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Dalam menjalankan jabatannya, selain memiliki hak cuti dan hak untuk 

mendapatkan honorarium atas jasanya, Notaris juga memiliki kewajiban yang 

harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan 

oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran 

tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban 

tersebut. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP dan Pasal 3 

Kode Etik Notaris. 

Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) UUJNP adalah:10 

1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : 

a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris; 

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta; 

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta; 

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai 

                                                           
10 Pasal 16 ayat (1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan 

lain; 

g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 

yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika 

jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut 

dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah 

Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap 

buku; 

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga; 

i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan Akta setiap bulannya; 

j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I 

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar 

wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada 

minggu pertama setiap bulan berikutnya; 

k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

akhir bulan; 

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis 

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 
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m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris; dan  

n. Menerima magang calon Notaris. 

Seorang Notaris mempunyai kewajiban yang juga diatur dalam Pasal 3 

Kode Etik Notaris:11 

a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris 

menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, 

merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat. 

b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. 

1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dpat mempengaruhi 

jabatan yang diembannya. 

2) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perkumpulan. 

c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab 

berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 

1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. 

2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggaran kantor sendiri, tidak 

bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa 

pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. 
                                                           

11 Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. 
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3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak 

dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. 

4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung 

jawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya. 

d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada 

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 

1) Menyadari ilmu selalu berkembang. 

2) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan 

masyarakat. 

e. Mengutamakan pengabdian kepada kepetingan masyarakat dan negara. 

f. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk 

msyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 

g. Menentapkan satu kantor di tempat kedudukan  dan kantor tersebut 

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. 

h. Memasang satu buah ppan nama di depan/ di lingkungan kantornya 

dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm. 

i. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi , 

melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. 

j. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. 

k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang 

meninggal dunia. 
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l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang 

ditetapkan perkumpulan. 

m. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan 

penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-

alasan yang sah. 

n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan 

tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari. 

o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan 

status ekonomi dan/atau status sosialnya. 

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil mengatakan bahwa 

dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja 

mandiri, jujur dan tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam 

menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Undang-undang dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris 

dalam melakukan tugas jabatanya tidak mempergunakan Media Massa yang 

bersifat promosi. Nilai yang dapat ditarik dari Pasal ini adalah nilai kemerdekaan 

(kemandirian), kejujuran, keadilan (obyektivitas).12 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan13, Notaris dan 

orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan 

publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan 

                                                           
12 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,Loc. Cit.,hlm. 88. 
13 Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. 
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mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau 

Elektronik, dalam bentuk: 

a. Iklan; 

b. Ucapan selamat; 

c. Ucapan belasungkawa; 

d. Ucapan terimakasih; 

e. Kegiatan pemasaran; 

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. 

Demikian juga menurut Supriadi dalam bukunya yang menyebutkan 

bahwa dalam salah satu rumusan mengenai kode etik Notaris, dicantumkan 

larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Notaris sebagai 

berikut:14 

1. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi 

tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan 

pemasaran atau propaganda, antara lain: 

a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana 

suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan 

nama, alamat nomor telpon, maupun berupa ucapan selamat, 

dukungan, sumbangan uang atau apa pun. Pemuatan dalam buku-buku 

yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi; 

                                                           
14 Supriadi, Op. Cit., hlm. 52-53. 
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b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apa pun kepada siapa pun 

yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum 

terbatas maupun tak terbatas; 

c. Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/lokasi 

untuk mengumpulkan klien atay akta. 

2. Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas 

kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar 

lingkungan kantor anggota yang bersangkutan. 

3. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-

instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan 

menjadi Notaris dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik 

tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah 

dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya. 

4. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta 

rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. Dalam hal 

demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, 

anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari 

Notaris pembuat rancangan. 

5. Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah 

dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien 

yang bersangkutan, meupun melalui perantaraan orang lain. 

6. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di 

beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor 
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cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun 

didalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, 

dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien 

yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi 

itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-akta itu 

membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh 

klien yang bersangkutan menandatanganinya ditempat pegawai/asisten itu 

di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) 

pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditanda tangani 

oleh anggota (Notaris majikan) di kantornya atau di rumahnya. 

7. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien-

klien. 

8. Menjelek-jelekkan rekan Notaris atau klien untuk ditandatangani atau 

mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan Notaris: 

a. Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya yang 

ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau yang 

membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang 

membuat kesalahan itu akan kesalahan ulang dibuatnya, tidak dengan 

nada/suara untuk menggurui rekan itu, melainkan untuk menjaga agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rekan tersebut. 

b. Apabila dijumpai keadaan termaksud dalam ayat (8) diatas, maka 

setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan, kepada 
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klien  yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan apa yang 

merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya. 

9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu agar 

membuat akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut. 

10. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta 

dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia 

mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau ia menuruti permintaan 

orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan sedikitpun pada akta 

yang dibuatnorang lain tetapi ditandatangani anggota tersebut, dengan lain 

perkataan anggota ini dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk 

semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta anggota 

itu. 

11. Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apapun memaksa klien membuat 

akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris 

lain. 

12. Dilarang membentuk kelompok Ikatan Notaris Indonesia (ysng tidak 

merupakan salah satu seksi dari organisasi INI) dengan tujuan untuk 

melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusu/ eksekutif, 

apalagi menutup kemungkinan bagi anggota lain untu berpartisipasi. 

Terhadap larangan yang terdapat pada Pasal 4 kode etik Notaris, terdapat 

pula pengecualiannya. Pasal 5 kode etik Notaris mengatur pengecualian tersebut 

diberikan karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik, 
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diantaranya: 15  “Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan 

mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya 

dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja”. 

Menurut Supriasi, yang tidak termasuk dalam larangan sebagaimana 

disebut di atas adalah sebagai berikut:16 

a. Tidak termasuk larangan ialah: 

1. Pengiriman kartu pribadi dari anggota berisi ucapan selamat pada 

kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat atau 

ucapak ikut berduka cita dan lain sebagainya yang bersifat pribadi. 

2. Pemuatan nama anggota oleh Perum Telkom atau badan yang 

ditugasinya, dalam lembaran kuning dari buku telpon yang disusun 

menurut kelompok-kelompok jenis usaha, tanpa pembuatan nama 

anggota dalam boks-boks iklan lembaran kuning buku telpon itu. 

3. Pemuatan nama anggota dalam buku petunjuk faksimile dan/atau 

teleks. 

b. Anggota tidak dilarang untuk menggunakan kalimat, pasal rumusan 

yang terdapat dalam akta anggota lain, asal saja aktanya itu sudah 

selesai dibuat menjadi milik klien. 

Pada penelitian ini membahas mengenai publikasi atau promosi Notaris 

dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media 

elektronik dalam bentuk iklan dan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud 

                                                           
15 Pasal 5 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 
16 Supriadi, Op.Cit, hlm. 54. 
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Pasal 4 ayat (3) di atas. Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai pengecualian 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, karena merupakan pengecualian oleh 

karena itu tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran, yaitu: 

a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan 

mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga atau pun media 

lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja. 

b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, 

fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau 

instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. 

c. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 

cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa 

mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 

100 meter dari kantor Notaris. 

 Larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri 

Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang 

Kenotarisan, yaitu Notaris dilarang: 

a. Membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu; 

b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan mertabat 

jabatan Notaris; 

c. Meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari 

pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti; 

d. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media 

cetak maupun media elektronik; 
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e. Membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris 

yang bersangkutan; 

f. Menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan 

oleh Menteri; 

g. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara 

tanpa mengambil cuti jabatan; 

h. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta; 

i. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah 

kerja Notaris; 

j. Menolak calon Notaris magang di kantornya.17 

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagai 

tugas Negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai 

kesuksessan profesionalnya. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yangg 

dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun 

masyarakat pada umunya, seorang Notaris harus patuh dan taat terhadap ketentuan 

pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.18 

 Menurut Suwahardi K. Lubis, andainya penyimpangan-penyimpangan 

cukup meluas/jauh dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya 

krisis, yaitu adanya perubahan fundamental. Hal seperti itu tentunya akan 

                                                           
17 Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 

2003 tentang Kenotarisan. 
18 Teguh Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi” ,Tesis, Program Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada, hlm. 15. 
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mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan 

Negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan harkat dan mertabat profesi itu 

sendiri.19 

B. Kode Etik Notaris 

1. Pengertian Etika Profesi 

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Etika berasal dari kata ethos 

(tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat bearti tempat tinggal yang 

biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, 

dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak ethos adalah ta etha yang memiliki arti 

adat kebiasaan.20 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai 

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 

moral (akhlak).21 

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika 

adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh 

berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga artti, yakni ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, 

kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan 

salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.22 Oleh karena itu, istilah etika 

sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma 

                                                           
19 Suwardi K. Lubis, Op. Cit., hlm.  37. 
20 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 51. 
21 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan kedua, Jakarta, Balai 
Pustaka, 1989, hlm. 175. 

22 Abdul Ghofur, Op. Cit., hlm. 55. 
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sosial. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada 

hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. bukan hanya itu, seorang Notaris 

juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah 

disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik, Kode Etik ini membatasi tindak 

tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak 

sewenang-wenang.23 

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno Ethos yang berarti adat kebiasaan, 

adat istiadat, akhlak yang baik. Etika dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 

pegaangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah 

lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “system nilai” hidup manusia 

perorangan atau hidup manusia perorangan atau hidup bermasyarakat. 

Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha. 

b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini 

adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat, Kode Etik Notris 

Indonesia. 

c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika 

disini sama dengan Filsafat moral. 

Suwardi K.Lubis menerangkan, etika adalah ilmu yang membahas 

perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat harus dihindari dalam 

                                                           
23 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, 

hlm. 49-50. 



22 
 

hubungan dengan Tuhan, manusia, alam dan sekitarnya dalam kehdupan sehari-

hari sesuai dengan nilai-nilai moral.24 

Sudikno Mertokusumo menulis bahwa etika pada hakikatnya merupakan 

pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya 

berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang 

perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian 

atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.25 

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra, Etika Profesi adalah keseluruhan 

tuntuta moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi 

memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena 

adanya tanggungjawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, 

yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai 

moral yang umum dalan bidang khusus yang lebih dikongkretkan lagi dalam kode 

etik.26 

Etika profesi merupakan etika preskriptif yang merupakan bagian sistem 

tertentu dari etika sebagai ilmu. Dalam pengertian yang lebih luas, etika adapat 

diartikan sebaga ilmu pengetahuan tentang tingka laku sengaja manusia sepanjang 

berkaitan dengan norma. Etika memberikan pemahaman bahwa etika profesi 

merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku sengaja manusia yang 

berkaitan dengan norma di dalam pergaulan hidup sebagai professional. Etika 

                                                           
24 Suwardi K. Lubis, Op. Cit., hlm. 1-3. 
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 

1991, hlm. 36. 
26 Liliana Tedjosaputro, Op. Cit.,hlm. 9. 



23 
 

profesi tidak hanya membahas norma-norma preskriptif dalam suatu profesi, 

tetapi juga menyelidiki keseluruhan tingkah laku dan norma para professonal 

notariat secara radikal. 

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-

Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika 

Profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh professional dalam 

mengemban profesinya. Sebagai profesi yang luhur, Notaris harus berbudi luhur 

dan memiliki akhlak yang tinggi, mendahulukan kepentingan masyarakat 

dibanding kepentingannya mencari nafkah. 

2.  Pengertian Kode Etik Notaris 

Kode etik adalah suatu tuntunan bimbingan, atau pedoman moral atau 

kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam 

menjalankan suat profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan 

mengikat mereka yang mempraktekkannya.27 Pengertian lain menyebutkan, kode 

etik merupakannorma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serya pengambilan putusan 

hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau 

buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan 

ditegakkan oleh organisasi profesi.28 

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh 

perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kepurusan Kongres 
                                                           

27Ibid., hlm. 11. 
28 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 162-163. 



24 
 

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundaang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati 

oleh setiaap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan 

tugas dan jabatan Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah 

berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.  

Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notarissebagai 

pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam 

bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris 

bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dalam kode etik 

 Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris 

dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabtannya. Kode etik 

Notaris merupakan tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan 

Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah 

dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan 

akta.29 

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar 

Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang 

terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi Notaris hanya berlaku 

bagi kalangan anggota organsasi Notaris yang bersangkutan. Kode etik mengatur 

mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh semua 
                                                           

29 Ibid., hlm. 11. 
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anggota perkumpulan. Kewajiban, larangan dan pengecualian diatur dalam pasal 

3, 4, dan 5 kode etik seperti yang tercantum di atas.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, 

pengertian Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasrakan keputusa konggres 

perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap anggota 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta wajib ditaati oleh semua yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Penjabat 

sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya. 

Adanya kode etik dalam profesi Notaris dan pengawasan atas pelaksanaan 

Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 

Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu: 

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh: 

a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehomatan Daerah. 

b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia 

dan Dewan Kehormatan Wilayah. 

c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan 

Dewan Kehormatan Pusat. 

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai 

pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam 
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bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan hal tersebut, 

seorang Notaris harus mempunyai prilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai 

berikut:30 

a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleeh pengetahuan dan 

pengalaman yang tinggi; 

b. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral 

harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional 

harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan 

agama; 

c. Menunjukan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri; 

d. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, tidak boleh bersikap 

meterialistis dan diskriminatif. 

Mengenai ruang lingkup kode etik Notaris Indonesia (I.N.I) adalah seluruh 

kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh 

anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan 

jabatannya. Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Kode etik Notaris memuat unsur material tentang Kewajiban, 

Larangan, Pengecualian dan sanksi yang dijatuhkan terhadap seorang Notaris 

                                                           
30 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, 

hlm. 14. 
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yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain itu diatur juga mengenai 

tata cara penegakan kode etik.31 

3. Hubungan Etika dan Profesi Notaris 

Pembinaan profesional pada setiap profesi harus didukung dengan etika 

profesionil dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Sehingga 

tanggung jawab dan etika profesi dapat lebih diartikan sebagai kewajiban 

menjalankan pekerjaan profesi tersebut, berdasarkan hukum maupun berdasarkan 

moral agar setiap pemberi kepercayaan kepadanya selalu menghargai dan 

menghormati sebagai profesional yang bertanggung jawab.32 

Apabila rasa tanggung hawab dan patuh pada etika profesional selalu 

berada pada diri bahu para pengabdi profesi, maka disini akan ditemui adanya 

integritas dan moral. Integritas dan moral adalah tonggak atau pilar utama dalam 

menegakkan dan mengukuhkan dalam hal tanggung jawab dan etika profesionil, 

karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah atau gagallah soal 

tanggung jawab dan etika profesionil dalam mekanisme hidupnya.33 

Notaris dalam menjalankan jabtannya selain mengacu kepada Undang-

Undang jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika 

profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesionl dalam 

mengemban profesinya. 

                                                           
31 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op. Cit., hlm. 194. 
32 Ignatius  Ridwan Widyadharma, Op. Cit.,hlm. 110. 
33 Ibid., hlm. 61. 
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Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam 

msyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. 

“Kode” adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh 

kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini dalah hukum yang 

berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.34 

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi 

tersebut kedalam kode etik Notaris. Kode etik Notaris menurut organisasi profesi 

jabatan Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (I.N.I) pada tanggal 28 

Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah 

sebagai berikut: 

“Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres 

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 

perundang-udangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku wajib ditaati 

oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan 

tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pejabat sementara Notaris, 

Notaris pengganti dan Notaris pengganti khsus”. 

Kode etik adalah tuntutan, bimbingan. Pedoman moral atau kesusilaan 

untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan 

suatu progfesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka 

dalam praktek. Dengan demikian kode etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, 

                                                           
34 Dodik Handoko, Makalah Etka Profesi Notaris, situscoplug.blogsopt.com 
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pedoan moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum 

yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat umum khususnya dalam pembuatan akta.35 

Kode etik Notaris menurut  Abdulkadir Muhammad yaitu:36 

a. Etika kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai 

profesional; 

b. Etika melakukan tugas jabatan; 

c. Etika pelayanan terhadap klien; 

d. Etika hubungan sesama rekan Notaris.  

Peraturan kode etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris 

Indonesia pada tahun 2005 disesuaikan dengan pemikiran dari Abdulkadir 

Muhammad, maka dalam kode etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan 

untuk profesi Notaris dapat dijabatkan sebagai berikut: 

1. Etika kepribadian Notaris 

a) Memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, menghormati dan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris; 

b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan 

Notaris; 

c) Taat hukum berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris, sumpah 

jabatan dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia; 

d) Memiliki perilaku profesional; 
                                                           

35 Liliana Tedjosaputro, Op. Cit., hlm 29. 
36 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 32. 
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e) Meingkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada 

ilmu pengetahuan dan kenotariatan. 

2. Etika melakukan tugas jabatan 

a) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung 

jawab; 

b) Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut 

merupakan satu-satunya kantor Notaris byang bersangkutan dalam 

melaksanakan jabatannya sehari-hari; 

c) Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang 

berlaku; 

d) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalan perbuatan, pembacaan 

dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan 

alasan-alasan yang sah; 

e) Tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik; 

f) Dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada 

sebagai perantara dalam mencari klien. 

3. Etika pelayanan terhadap klien 

a) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan 

Negara; 

b) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa 

membedakab status ekonominya dan atau status sosialnya; 

c) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk 

masyarakat yang tidak mampu memungut honorarium; 
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d) Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah 

dipersiapkan oleh orang lain; 

e) Dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani; 

f) Dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari Notaris lain 

kepadanya; 

g) Dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang 

telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat akta 

kepadanya. 

4. Etika hubungan sesama Notaris 

a) Aktif dalam organisasi Notaris; 

b) Saling membantu, saling menghormati sesama rekan Notaris dalam 

suasana kekeluargaan; 

c) Harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama 

baik korps Notaris; 

d) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama Notaris, baik 

moral maupun internal; 

e) Tidak menjelekkan ataupun mempersalahkan rekan Notaris atau akta 

yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau 

menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan Notaris lainnya dan 

ditemui kesalahakesalahan yang serius atau membahayakan kliennya, 

maka notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak 

menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan 

terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut; 
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f) Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat 

ekslusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi 

apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi; 

g) Tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar. 

Dalam kode etik Notaris ditentukan agar seorang Notaris dituntut untuk 

melakukan profesinya dengan memiliki prilaku profesional dan sebagai jabatan 

umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada 

hukum peraturan jabatan, kode etik Notaris, sumpah jabatan dan berbahasa 

Indonesia yang baik.37 

Mengenai perilaku sebagai Notaris ada empat hal pokok yang harus 

diperhatikan yakni : 

1. Mempunyai integritas moral yang mantap 

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai 

integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral 

harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupum akan 

memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan 

dengan moral yang baik harus dihindarkan. 

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) 

Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. 

Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak 

memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennyaatau agar 

                                                           
37 Ignatius Ridwan Widyadharma, Op.Cit., hlm 47. 
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klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuannya itu merupakan 

suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang 

Notaris. 

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya 

Notaris harus sadar akan batas-batas kewengannya. Botaris harus 

menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh 

ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh 

dilakukan, adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila 

seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di 

tempat kedudukannya sebagai Notaris atau memasang papan nama dan 

mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya 

dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatan 

di luar daerah jabatannya.apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka 

akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.  

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang 

Sekalipun keahlian Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang 

lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas 

profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. 

Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang 

hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata 

menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi 

mengabaikan rasa keadilan. 
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Disamping itu etika jabatan Notaris menyangkut masalah yag 

berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan 

Notaris, masyarakat dan negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan 

penghormatan terhadap mertabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris 

pada khususnya, maka ciri pengemban profesi Notaris adalah:38 

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab; 

2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara; 

3. Tidak mengacu pamri (disinterestedness); 

4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif; 

5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan 

6. Silidaritas antar sesama dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat 

profesi. 

C. Promosi Diri Melalui Media Internet 

Kata “Promosi” adalah setiap upaya pemasaran yang fungsinya adalah 

untuk memberikan informasi atau menyakinkan para konsumen secara aktual atau 

potensial mengenai keguaan suatu produk atau jasa (tertentu) dengan tujuan untuk 

mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa 

perusahaan pada harga tertentu.39 

Iklan adalah sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk kepada 

khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan, iklan dapat pula berarti 
                                                           

38 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2010, hlm. 166. 

39  Sultan et. Al, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, 
pasca.unhas.ac.id/jurnal/files 
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pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, 

dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau ditempat 

umum.40 

Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku 

masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan 

teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) 

dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian 

cepat.41 

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat dapat 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dan bebas  namun 

tetap emmperhatikan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan bahwa 

pemanfaatan teknologi infomasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, iktikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi. 

Media berasal dari kata medius yang secara harfiah berarti “perantara” 

atau “pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran 

informasi belajar atau penyalur pesan. Media dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media 

                                                           
40 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Cetakan pertama, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia, 2008, hlm. 521. 
41 Ahmad M.Ramli, Cyber Law & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, 

PT. Refika Aditama,2004, hlm. 1. 
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dapat berupa suatu alat, bahan, sarana, perantara, ataupun metode/teknik yang 

digunakan untuk membawa, menyebar atau menyampaikan pesan atau informasi 

dari pengirim ke penerima. Salah satu media yang dapat digunakan untuk 

membawa, menyebar atau menyampaikan informasi adalah media internet. 

Internet dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang mendunia untuk saling 

tukar menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling 

terkoneksi.42 

Media internet digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Komunikasi merupakan pendorong proses sosial, yang ditentukan olek 

akumulasi, pertukaran dan penyebaran pengetahuan. Tanpa komunikasi manusia 

akan tetap pada pola hidup primitif tanpa organisasi sosial. Melalui komunikasi 

manusia mempertahankan institusi-institusi sosial berikut segenap nilai dan norma 

perilaku.43 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin maju, Notaris juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang 

ada. Hal ini dimaksudkan agar Notaris dapat memberikan pelayanan kepada 

mayarakat yang baik. Notaris juga dapat memanfaatkan media elektronik dalam 

melaksanakan kewajiban dan wewenang jabatannya. Namun penggunaan media 

elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan 

masalah bagi Notaris.  

                                                           
42 George E. Belch & Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communications Perspectives, New York, Fifth Edition, Irwin/Graw Hill, 2001, hlm. 
495. 

43  Haris Munandar & Dudy Priatna, Media Massa & Masyarakat Modern Edisi Kedua, 
Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 33. 
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Tidak dipungkiri bahwa seorang Notaris dalam menjalankan profesinya 

ada yang melakukan suatu pelanggaran apalagi dengan semakin canggihnya 

teknologi informasi dan komunikasi, Notaris dapat melakukan semacam promosi 

dengan mudah dalam mempromosikan diri. Dengan mempromosikan diri melalui 

media internet Notaris dapat mempromosikan diri dan memberikan informasi 

tanpa dibatasi oleh ruang. Hal ini dikarenakan jangkauan media elektronik yang 

sangat luas tak terbatas.  

Mempromosikan diri yang dimaksud adalah jenis pelanggaran kode etik 

Notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) kode etik Notaris Ikatan Notaris 

Indonesia bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik 

sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan 

jabtannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk 

iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan 

pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun 

olahraga.44 

Kriteria yang dikategorikan melakukan pelanggaran kode etik terkait 

publikasi diri adalah sebagai berikut:45 

1. Mencantumkan nama dan jabatan sebagai Notaris di Media; 

2. Secara aktif dan pasif melakukan publikasi melalui media; 

                                                           
44 Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia 
45 Sulhan et.al, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, 

pasca.unhas.ac.id/jurnal/files 
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3. Publikasi oleh Notaris yang mencantumkan nama dan jabatan yang 

tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika publikasi 

terebut dilakukan di media Notaris yang merupakan media yang 

diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. 

D. Pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan 

Notaris  

1. Majelis Pengawas Notaris 

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, 

sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan 

kepatuhan.46 Sarana penegakan hukum itu, disamping pengawasan adalah sanksi. 

Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Sanksi sering merupakan 

bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Apakah orang-orang pada 

kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang 

diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apkah sanksi tersebut bernar-

benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak, itu merupakan persoalan 

yang berkaitan dengan efektifitas dari hukum tersebut.47 

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai 

pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 

(8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 

2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan 

administratif yang bersifat prefentif dan represif oleh Menteri yang bertujuan 

                                                           
46 http://id.wikipedia.org/wiki/Internet, diakses tanggal 7 Agustus 2019. 
47 Hans Kelsen, Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan VII, Bandung, Nusa 

Media, 2011, hlm. 39. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet,


39 
 

untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.48 

Definisi pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: Pengawasan adalah 

kegiatan yang bersifat prefentif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang 

dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.49 

Tujuan dari Majelis Pengawas Notaris agar para Notaris ketika 

menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari 

kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemernitah, bukan untuk 

kepentingan diri Notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang 

dilayaninya. 50  Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris 

dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti 

berupa akta otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris.  

                                                           
48 Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 

Tahun 2003 tentang Kenotarisan 
49 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian 
Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, 

50 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 301. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur 

khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu Pasal 67 yang berbunyi:51 

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri; 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Menteri membentuk Majelis Pengawas; 

(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 

(sembilan) orang, terdiri atas unsur: 

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 

c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya 

Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami 

dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan 

pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami 

dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal 

yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.52 

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang 

melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. 

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang 

mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah 
                                                           

51 Pasal 67 ayat (1-3) UU Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris. 

52 Habib Adjie, Op.Cit., hlm.173. 
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(MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat 

(MPP).53 

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di 

Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur 

pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan 

Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 

kembali. 

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang 

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.54 

Sebagaimana yang terdapat pada point Nomor 7.1 disebutkan bahwa 

pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di 

Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari: 

1) Unsur Pemerintah adalah Pegawai Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah 

Kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi 

daerah yang ada Balai Harta Peninggalan. 

2) Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan 

oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. 
                                                           

53 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, 
Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 118. 

54 Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris pada point Nomor 7 bagian 1. 
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3) Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/Dosen dari fakultas 

hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum 

setempat.55 

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis 

Pengawas Wilayah dengan ketentuan: 

1)  Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah; 

2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia; 

3) Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau 

perguruan tinggi setempat. 

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota 

propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). 

c.  Majelis Pengawas Pusat 

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis 

Pengawas Pusat dengan ketentuan: 56 

1)  Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum; 

                                                           
55Ibid 
56 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian 
Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. 
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2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia; 

3) Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang 

menyelenggarakan program Magister Kenotariatan. 

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara 

(Pasal 76 ayat (1) UUJN). 

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih 

tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan 

tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada Undang-

Undang jabatan Notaris memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan 

tugas jabatan Notaris.57 

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan 

represif temasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas, yaitu:58 

a. Pengawasan preventif; 

b. Pengawasan represif; 

c. Pembinaan. 

                                                           
57 Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 172. 
58 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, 

Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 17. 
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Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, 

tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris 

yangd apat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam Pengawasan 

Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas 

ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.59 

Majelis Pengawas Notaris secara umum juga mempunyai ruang lingkup 

kewenangan menyelnggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 

pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelakanaan jabatan Notaris (Pasal 

70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-

Undang jabatan Notaris). Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa Majelis 

Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:60 

a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik; 

b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris; 

c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai 

Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan 

Notaris. 

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi 

                                                           
59 Habib Adjie, Ibid., hlm. 18. 
60 Habib Adjie, Ibid., hlm. 25. 
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tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam 

menjalankan tugas jabatan Notaris. 

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris terdapat pada Pasal 85 

Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa:61 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pemberhentian sementara; 

d. Pemberhentian dengan hormat; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

2. Dewan Kehormatan Notaris 

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga 

dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

Dewan Kehormatan. 

Dewan Kehormatan merupakan bagian dari salah satu alat pelengkap 

perkumpulan suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan 

daam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, 

pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa 

dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang 

bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan 

                                                           
61 Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. 
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masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis 

Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris; memberikan 

rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Notaris 

yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia 

(I.N.I).62 

Dewan kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari 

anggota biasa dan werda Notaris. Untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan 

harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu berdedikasi tinggi dan loyal terhadap 

perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi 

panutan bagi anggota.63 

Untuk memaksimalkan peran Dewan Kehormatan agar mencapai taraf 

ideal para Notaris untuk konsisten melaksanakan kode etik, maka Ikatan Notaris 

Indonesia mengenal adanya sistem berjenjang dalam organisasi Dewan 

Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun ditingkat kabupaten/kota, propinsi 

dan pusat. 

a. Dewan Kehormatan Daerah 

Dewan kehormatan Daerah bertugas untuk melakukan pembinaan, 

bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik; 

memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode 

etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak mempunyai 

kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama; 
                                                           

62 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op. Cit., hlm. 199-200. 
63 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 110. 
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memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan 

pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.64 

Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas 

pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai 

terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan 

dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan 

dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau 

dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.65 

b. Dewan Kehormatan Tingkat Propinsi 

Pada tingkat propinsi, Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan 

Kehormatan Wilayah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, 

pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa 

dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau 

disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam 

keadaan tertentu pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada 

Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notarsi. 

Dewan Kehormatan Wilayah dapat melakukan tugas Dewan Kehormatan 

Daerah jika di daerah tersebut jumlah Notaris masih relatif kurang. Demikian juga 

dalam kondisi daerah tidak memungkinkan dibentuk Dewan Kehormatan Daerah 

                                                           
64 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op.Cit., hlm. 200-201. 
65 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam 

Perbuatan Akta, Bandung, CV. Mandar Maju,  2011, hlm. 264. 
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karena berbagai pertimbangan baik berkaitan dengan sumber daya manusia, 

system maupun infrastruktur yang tidak mendukung.66 

c. Dewan Kehormatan Pusat  

Pada tingkat pusat, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan 

Kehormatan Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, 

pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa 

dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau 

disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara lansung pada tingkat banding dan dalam 

keadaan tertentu pada tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan 

penadapt kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan 

Notaris.67 

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat 

amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik 

secara konsisten baik dan benar. 

Apabila terjadi pelanggraan atas kode etik Notaris, maka organisasi 

Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa 

Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan 

                                                           
66 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op. Cit., hlm. 202. 
67 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ibid., hlm. 203. 
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jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas 

keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Habib Adjie, Loc. Cit., hlm. 18. 
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BAB III 

LARANGAN NOTARIS MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI 

INTERNET BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN 

KODE ETIK 

A. Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

Notaris diangkat dan diberi kewenangan untuk membuat akta autetik 

yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. supaya 

Notaris di dalam menjalankan jabatannya betul-betul dapat memberikan 

pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepastian hukum yang baik pula bagi 

masyarakat yang memerlukan, maka Notaris di dalam melaksanakan jabatannya 

harus memenuhi aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang jabatan 

Notaris dan kode etik Notaris. 

Sebagai pejabat umum, Notaris juga harus tunduk pada peraturan – 

peraturan yang berlaku bagi Notaris terutama Kode Etik dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Kode Etik dan UUJN itulah yang memberikan pedoman bagi 

Notaris untuk melaksanakan jabatan dan berperilaku sehari – hari. Apabila 



2 
 

peraturan – peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang 

dikenakan kepada yang melanggar tersebut.  

Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan 

publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan 

mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau 

elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terima kasih, Kegiatan 

pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah 

raga. Yang apabila di tarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal 

kegiatan spo nsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada 

dasarnya hal – hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum 

juga, hal tersebut di larang menjadi media untuk mencantumkan nama dan 

jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat 

daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.  

Meskipun hal tersebut telah jelas tertulis di dalam UUJN dan Kode Etik 

Notaris, ternyata masih ada nama – nama notaris dan juga jabatan, serta alamat di 

dalam media elektronik yang apabila dibuka memang terdapat iklan daripada 

Notaris tersebut di dalam media elektronik yang dalam hal ini adalah internet. 

Laman-laman jejaring sosialisasi yang digunakan Notaris untuk bersosialisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Friendster; 

b. Facebook; 
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c. Facebook Indonesia; 

d. Twitter; 

e. Netlog 

f. Blog Jasa Notaris, 

g. Instagram. 

Ada banyak macam larangan promosi Notaris menggunakan media 

elektronik yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1. Melakukan promosi melalui media elektronik atau internet; 

2. Melalui blog dijadikan sebagai ajang beriklan atau promosi diri; 

3. Melalui internet untuk mempromosikan jasa hukum dibidang kenotariatan; 

4. Melalui iklan bisa dengan mudah ditemukan di http://jasanotaris.blogdetik.com/ 

Dalam website www.alamatkantorperusahaan.com, yang terdapat 1 

halaman yang menampilkan Nama Kantor Notaris tersebut, alamat, yang juga 

lengkap dengan nomor fax dan juga nomor telepon, yang sewaktu penulis 

mencoba menghubungi memang nomor tersebut masih aktif dan memang benar 

adanya bahwa profile – profile daripada kantor notaris tersebut memang masih 

aktif dan masih menjalankan usahannya.  

Memang hal ini membantu masyarakat di dalam pencarian alamat – alamat 

notaris yang terdapat di berbagai wilayah di Jakarta ini, sehingga masyarakat 

http://jasanotaris.blogdetik.com/
http://www.alamatkantorperusahaan.com/
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menjadi tahu dengan mudah dimana harus mencari Notaris ketika masyarakart 

tersebut membutuhkannya, bahkan akan sangat berdampak baik bagi para 

pengusaha atau investor yang hanya tahu daerah asalnya saja, karena dengan 

mencarinya di internet ini sangat memudahkan masyarakat, karena tidak lagi 

harus mengelilingi daerah tersebut ketika ingin mencari letak kantor Notaris. 

Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang penulis merasa akan 

menimbulkan rasa persaingan di antara para Notaris dan juga adanya ketidak 

adilan bagi Notaris – notaris lain yang namanya tidak ada di dalam kolom iklan 

tersebut.  

Website www.alamatkantorperusahaan.com  adalah sebuah website yang 

dibuat secara komersil dimana semua bidang pekerjaan dan juga usaha dapat 

diiklankan di dalamnya, website tersebut bukan dikelola oleh intansi ataupun 

lembaga yang resmi, dimana website tersebut bekerjasama dengan google yang 

juga adalah sebuah perusahaan swasta yang terkenal karena “search engine”atau 

sebuah sistem dimana semua orang dapat menemukan banyak hal hanya dengan 

mengetik sebuah kata yang ingin kita cari, yang dapat dipergunakan maupun 

diakses oleh siapapun yang terkoneksi dengan internet. 

Website www.alamatkantorperusahaan.com yang dibuat oleh beberapa 

orang yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang mempunyai 

suatu tujuan yang sama yaitu berusaha menyediakan informasi yang tersedia 

tentang semua bidang usaha atau bisnis. Dikarenakan banyak Notaris yang masuk 

dan tidak masuk ke dalam website tersebut, maka penulis merasa akan adanya 

http://www.alamatkantorperusahaan.com/
http://www.alamatkantorperusahaan.com/
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suatu indikasi awal yang akan mengakibatkan adanya rasa saling bersaing diantara 

rekan sejawat Notaris.  

Melihat dari contoh iklan yang saya dapatkan melalui website 

www.alamatkantorperusahaan.com tersebut telah melanggar 2 (dua) Peraturan, yaitu 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Peraturan yang melanggaran 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris termuat dalam Pasal 1 angka (1), Pasal 2, 

Pasal 9 ayat (1),  Pasal 12  huruf c, Pasal 7 ayat (2). Termuat juga dalam Kode Etik 

Notaris yaitu pada Pasal 4 angka 3, Pasal 4 angka 4, Pasal 4 angka 15 huruf a. 

Iklan tersebut dapat digolongkan melanggar Pasal-Pasal yang terdapat dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: 

a. Pasal 1 angka (1): 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membat akta autentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” 1 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat 

yang diberikan oleh Negara secara atribut melalui Undang-Undang kepada 

seseorang yang dipercayainya. Tetapi yang mengangkatnya adalah Menteri, 

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sudah selayaknya 

Notaris tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

menguntungkan dirinya sendiri. 

                                                           
1 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
 

http://www.alamatkantorperusahaan.com/
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Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang 

diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta autentik, maka Notaris 

dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan 

tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris 

serta Kode Etik Notaris. Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi 

sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta 

menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan 

Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan kententuan lain yaitu Kode Etik 

profesi dari organisasi Notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya Notaris 

Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik 

Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris. 

b. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris 

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” Karena diangkat oleh 

Menteri inilah yang mengakibatkan bahwa Notaris harus menjaga wibawa dan 

martabat jabatan tersebut. Maka hal ini berkaitan dengan: 

c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris 

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a) Dalam proses 

pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b) Berada di bawah 

pengampuan; c) Melakukan perbuatan tercela; atau d) Melakukan pelanggaran 

terhadap kewajiban dan larangan jabatan.” Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa 

seorang Notaris yang sengaja melakukan perbuatan tercela dan melakukan 

pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan salah satunya yaitu 



7 
 

mempromosikan diri melalui internet itu telah melanggar ketentuan Undang-

Undang Jabatan Notaris. 

d. Pasal 12 huruf c 

“Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat 

jabatan Notaris.” Seorang Notaris yang melakukan promosi diri termasuk dalam 

perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya. 

e. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris 

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikenai sanksi berupa: a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; 

c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat.”2 

Iklan tersebut juga digolongkan melanggaran Pasal-Pasal Kode Etik yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pasal 4 angka 3 

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 

dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara 

bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatnnya. Menggunakan sarana 

media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a Iklan; b. Ucapan selamat; c. 

                                                           
2 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 



8 
 

Ucapan terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. kegiatan sponsor, baik dalam 

bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.3 

Dari alamat website yang diatas kita langsung mengetahui bawa memang benar 

adanya unsur dari iklan pada Notaris tersebut. 

b. Pasal 4 angka 4 

“Notaris dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang 

pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan 

klien.”4 

Pasal ini juga terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut, 

yaitu adanya perantara melalui pembuatan website yang mengiklankan kantor dari 

pada Notaris tersebut untuk mendapatkan kliennya. 

c. Pasal 4 angka 15 huruf a 

“Notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum 

disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun 

sebatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris5 Dengan diuraikan 

pelanggaran Notaris terhadap UUJN sebagaimana di atas maka dengan sendirinya, 

Notaris juga melanggar Pasal 4 angka 15 huruf a ini. 

                                                           
3 Pasal 4 angka 3 Ikatan Notaris Indonesia Kode Etik Notaris 
4 Pasal 4 angka 4 Ikatan Notaris Indonesia Kode Etik Notaris 
5 Pasal 4 angka 15 huruf a Ikatan Notaris Indonesia Kode Etik Notaris 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni 

selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta menyatakan bahwa kasus ini masih 

belum dapat dipastikan bahwa pelanggaran yang terjadi atas namanya merupakan 

keinginan dari yang bersangkutan. Dimungkinkan hal tersebut dibuat oleh orang 

lain tanpa sepengetahuan dan keinginan Notaris yang bersangkutan. Walaupun di 

website tersebut terlihat sangat jelas pencantuman kata Notaris di depan namanya, 

sehingga dibutuhkan konfirmasi yang mendalam.  Majelis Pengawas juga sulit 

untuk menindaklanjuti hal tersebut dikarenakan Majelis Pengawas baru dapat 

menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut apabila adanya 

aduan dari masyarakat mengenai hal tersbeut, karena memang logikanya hal ini 

dirasa membantu masyarakat, tetapi hal tersebut memang tidak dapat digolongkan 

ke dalam Pengecualian sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 5 Kode Etik 

Notaris, yang seharusnya tidak perlu melakukan promosi diri, tidak boleh mencari 

keuntungan untuk diri sendiri, dan juga hal tersebut masuk ke dalam ketegori 

iklan, karena memuat nama kantor daripada Notaris tersebut, yang apabila 

diteruskan akan mengakibatkan adanya persaingan daripada Notaris-Notaris.6 

Adanya pelanggaran yang terjadi terhadap Notaris yang bersangkutan 

diperlukan tindak lanjut. Yang mana meneliti lebih dalam dan pendekatan 

persuasif untuk menjelaskan lebih lanjut apakah ini benar-benar merupakan 

                                                           
6 Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni Notaris selaku Majelis Pengawas 

Kota Yogyakarta, 15 Agustus 2019, pukul 13.55 WIB. 
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bentuk promosi diri di dunia maya karena dikhawatirkan malah bukan Notaris 

tersebut yang berniat untuk memperomosikan diri tetapi pihak lain.7 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumendro selaku 

Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, Notaris tidak boleh mengiklankan diri. 

Karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan langsung 

oleh menteri dan tanggung jawabnya langsung kepada Negara, dalam hal ini 

berkaitan dengan Pasal 16 angka 1 huruf a UUJN dimana Notaris dalam 

menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak 

berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, 

maka yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas apabila ada yang 

melaporkannya adalah dikenakan sanksi seperti yang tertulis dalam Pasal 9 ayat 1 

huruf c Notaris dapat diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan 

tercela, dan juga telah menyalahi Pasal 4 angka 2 UUJN yang mana hal tersebut 

adalah sumpah jabatan Notaris “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku 

saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, 

kehormatan, martabat, dan tanggung jawavb saya sebagai Notaris.” Maka Notaris 

seharusnya wajib mengikuti apa yang ada didalam Kode Etik dan UUJN yang 

mengatur tentang perilaku jabatan agar tidak terjadi penyimpangan yang 

dilakukan oleh Notaris.8 

 

                                                           
7 Ibid. 
8 Wawancara dengan Sumendro Notaris selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, 24 

Agustus 2019, pukul 10.15 WIB. 
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B. Tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui Internet  

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dyah Maryulina selaku Majelis 

Pengawas Kota Yogyakarta menyatakan pada website yang memuat nama-nama 

Notaris tersebut masih ditindaklanjuti apakah benar bahwa promosi jabatan 

tersebut merupakan keinginan diri dari yang bersangkutan. Dimungkinkan hal 

tersebut dibuat oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan keinginan Notaris yang 

bersangkutan, walaupun termuat jelas adanya pencantuman kata Notaris didepan 

namanya, sehingga masih dibutuhkan konfirmasi mendalam. 

Jika terjadi pelanggaran dan selama pelanggaran tersebut diketahui maka 

yang bersangkutan akan dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah. Jika Majelis 

Pengawas Daerah mengetahui terjadi pelanggaran maka Notaris yang 

bersangkutan akan langsung dipanggil untuk diperingkatkan bahwa telah 

melanggar Kode Etik Notaris yang berlaku. Pemanggilan dilakukan untuk 

dikonfirmasi apakah tindakan tersebut merupakan kesengajaan atau kelalaian.  

Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Notaris 

yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode 

etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya dengan kewenangan masing-

masing. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:9 

                                                           
9 Pasal 7 Kode Etik Notaris 
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Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah diatur dalan Pasal 23 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Pemerikasaan Majelis Pengawas Notaris, sebagai 

berikut: 

(1)  Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah tertutup untuk umum. 

(2)  Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

kalender setelah laporan diterima. 

(3)  Majelis Pemeriksaan Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan 

dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. 

(4)  Hasil pemeriksaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan 

sekretaris. 

(5)  Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan 

kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor 

terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Derah Ikatan Notaris 

Indonesia. 

Pengawasan terhadap tingkah laku Notaris yang berkaitan dengan Kode 

Etik Notaris ditugaskan kepada DKD yang didalam wilayahnya Notaris itu 

bertempat kedudukan. Apabila DKD mendapatkan tingkah laku dari Notaris yang 
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tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau laporan pelanggaran dari pihak 

manapun, maka akan dilakukan teguran lisan terlebih dahulu. Apabila teguran 

tersebut tidak diindahkan maka masalah tersebut dapat direkomendasikan ke 

MPD yang didalam wilayah Notaris bertempat kedudukan. Apabila ada laporan 

dari masyarakat atau pihak manapun atau mengetahui sendiri tentang 

pelanggaran-pelanggaran baik didalan menjalankan jabatan Notaris maupun diluar 

menjalankan jabatan Notaris, maka MPD akan memberikan teguran lisan terlebih 

dahulu kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, jika belum diidahkan maka 

MPD memberikan teguran tertulis untuk kemudian mendengar alasan dari Notaris 

yang bersangkutan. Apabila tidak ada pengaduan, peraturan hanya akan menjadi 

kata-kata kosong (otherwise rule are nothing but words).10 

Dalam hal adanya Notaris yang melakukan pelanggaran maka tata cara 

penegakan Kode Etik Notaris diatur dalam BAB V Kode Etik Notaris, yaitu: 

a. Pengawasan (pada tingkat daerah, wilayah dan pusat) 

b. 1) pemeriksaan dan penjatuhan sanksi; 

2) Alat perlengkapan; 

3) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama; 

4) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding; 

5) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir. 

c. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik.  
                                                           

10 V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 94. 
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Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama diatur dalam 

Pasal 9 Kode Etik Notaris I.N.I, hasil kongres Luar Biasa di Bandung tahun 2005, 

yaitu:11 

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, baik 

dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri 

maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan 

Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 

kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan 

mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan 

terhadap pelanggaran tersebut. 

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang 

tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode 

Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, 

Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga 

melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar 

keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. 

3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai 

terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap 

pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan 

diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah 

                                                           
11 Pasal 9 Kode Etik Notaris I.N.I 
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yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkeculian sebagaimana yang 

diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini. 

4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, 

sepanjangnpenentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, 

dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah 

tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah 

didengar keterangannya dan/atau pembelaannya. 

5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada 

pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi 

terhadap pelanggarnya. 

6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar 

apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggol, maka Dewan 

Kehormatan Daerah akan mengulangi penggilannya sebanyak 2 (dua) kali 

dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan. 

7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga 

tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan 

Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggran yang 

diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggoil itu dan menentukan 

putusannya, selanjutnya secara mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan 

ayat (6) di atas serta ayat (9). 
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8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan 

(onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan 

Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus Daerahnya. 

9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan 

Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau 

dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabanag, Pengurus 

Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat,semua itu dalam waktu 

tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan 

Daerah. 

10. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan 

Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan 

mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan 

Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan 

tugas, kewjaiban dan kewennagan Dewan Kehromatan Daerah tersekat dari 

tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik 

tersbeut. Hal tersbeut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak 

sanggup menyelsaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya. 

DKD sebagai pembina, pengawas, pembenahan anggota Notaris terhadap 

Kode Etik Notaris. Apabila Notaris melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau 

disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingklat pertama 

memberikan teguran. Jika belum diidahkan maka DKD akan melakukan rapat 
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dihadiri pengurus daerah organisasi, dapat juga tidak dengan dihadiri pengurus 

daerah organisasi. Hasil keputusan harus tertulis berupa berita acara untuk 

kemudian dirapatkan menentukan sanksi yang ditetapkan. Jika masih belum 

diidahkan sanksi dari DKD maka, diberikan peringatan dan rekomendasi kepada 

MPD atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. DKD tidak 

emmpunyai kewajiban memberikan laporan dari berita acara pemeriksaan kepada 

MPD, jika permasalahan yang terjadi dianggap mampu diselesaikan secara 

internal. 

Perbuatan-perbuatan Notaris yang diperiksa dan ditindaklanjuti oleh MPD 

sebagai lembaga pembina, pengawas, pembenahan Notaris dalam menjalankan 

jabatannya baik berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 

Kode Etik Notaris yang berlaku. Pengajuan pengaduan dilakukan secara tertulis 

kepada Ketua MPD di tempat Notaris berkedudukan dan dapat dibantu oleh 

sekretaris MPD. Menindaklanjuti laporan tersebut. MPD melakukan rapat untuk 

mengumpulkan bukti-bukti dan mengundang Notaris yang bersangkutan hadir 

disidang untuk dapat didengar keterangannya mengenai pelanggaran yang 

dilakukan. Kemudia dari hasil sidang pertemuan tersebut, MPD membuat berita 

acara pemeriksaan untuk diberitahukan ke MPW. 

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Sumendro selaku Majelis 

Pengawas Kota Yogyakarta berpendapat bahwa, Notaris yang melakukan 

pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksinya yaitu berupa: 
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a. Sanksi moril, yang wujudnya adalah rasa malu. Adanya ejekan teman-teman 

rekan para Notaris; 

b. Sanksi yuridis, mendapat hukuman dari Majelis Pengawas Daerah dalam 

bentuk yang berjenjang yaitu: 

1) Teguran lisan; 

2) Teguran tertulis 

3) Schorsing; 

4) Diberhentikan/dipecat. 

Berdasarkan wawancara Bapak Sumendro Selaku Majelis Pengawas Kota 

Yogyakarta berpendapat bahwa selain sanksi yang diberikan dalam bentuk 

berjenjang dalam artian sesuai dengan tingkatan kesalahannya dan juga Notaris 

yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak 

mengulangi lagi perbuatannya.12 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina mengatakan 

bahwa, meskipun pelanggaran terhadap kode etik diurusi bersama oleh Dewan 

Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi putusannya 

berbeda. Putusan disini maksudnya adalah dapat dilihat dari akibat yang 

ditimbulkan dari sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran 

kode etik Notaris akan berakibat Notaris yang melakukan pelanggaran dapat 

                                                           
12 Wawancara dengan Sumendro Notaris selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, 24 

Agustus 2019, pukul 10.15 WIB. 
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diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, jika Notaris yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran berat.13 

Ibu Dyah Maryulina juga mengatakan bahwa, seorang Notaris yang 

melakukan pelanggaran kode etik bisa disidangkan oleh 2 (dua) lembaga yaitu 

Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah. Namun, tidak akan 

terjadi tumpang tindih diantara keduanya. Dalam hal sanksi yang diberikan oleh 

Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah putusannya berbeda. 

Maksud dari putusan berbeda yaitu: 

a. Bahwa penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah akan 

berakibat pada Notaris yang bersangkutan dapat dipecat dari keanggotaan 

Ikatan Notaris Indonesia. Apabila pelanggaran yang dilakukan tersebut sudah 

tergolong pelanggaran berat. 

b. Sedangkan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah 

akan berakibat pada Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dipecat dari 

jabatannya sebagai Notaris. 

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran UUJN dan Kode Etik 

Notaris yang merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau 

kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam 

menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan 

                                                           
13 Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni Notaris selaku Majelis Pengawas 

Kota Yogyakarta, 15 Agustus 2019, pukul 13.55 WIB.  
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UUJN yang mana mengikat mereka dalam mempraktekannya, yang berlaku ketika 

Notaris melakukan pelanggaran. 

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi diatur dalam 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, bahwa 

Notaris yang melanggar akan dijatuhi sanksi berupa: 

1. Peringatan tertulis; 

2. Pemberhentian sementara; 

3. Pemberhentian dengan hormat; atau 

4. Pemberhentian dengan tidak hormat.14 

Sedang didalam Kode Etik Notaris mengenai sanksi diatur dalam Pasal 6 

angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris, yaitu: 

a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran 

kode etik berupa: 

1) Teguran; 

2) Peringatan; 

3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; 

4) Onzeting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; 

5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. 

                                                           
14 Pasal 7 ayat (2) UU No 3Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 



21 
 

b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang 

melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang 

dilakukan anggota tersebut.15 

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan 

kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat 

untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. 

Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pemakaian media internet 

untuk promosi jabatan Notaris yang merupakan pelanggaran kode etik, Dewan 

Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang 

untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan 

dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya. Dengan demikian pengawasan 

yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, 

tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tamduk atau perilaku kehidupan Notaris 

yang dapat menciderai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan 

Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris), hal ini 

menunjukan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Daerah.16 

Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya berwenang 

melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yaitu secara berkala 1 (satu) kali dalam 

                                                           
15 Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris Indonesia 
16 Habib Adjie, Op.cit., hlm. 19-18 
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1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir tahun sekali dan setiap waktu yang 

dianggap perlu mengenai seluruh perbuatan hukum. 

Selain itu, Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelanggaran 

sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris (Pasal 70 huruf a Undang-

Undang Jabatan Notaris).17 Terhadap Notaris yang melakukan promosi diri dapat 

diberikan sanksi berupa teguran, pembinaan, permohonan kepada Majelis 

Pengawas Pusat agar diberi sanksi pemberhentian sementara apabila tindakan 

pengiklanan tersebut dilakukan terus menerus. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Habib Adjie, Op.cit., hlm 18 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris yang 

mempromosikan diri, baik diri sendiri maupun bersama-sama, dengan 

mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak 

dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan 

belasungkawan, dan seterusnya, yang mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris. 

2. Tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet 

yaitu harus siap menerima sanksi adminstratif yang berupa teguran dan 

pembinaan, dan apabila Notaris yang bersangkutan tidak mengidahkan 

atau pengiklanan dilakukan secara terus menerus maka Notaris tersebut 

harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian sementara dari 

keanggotaan perkumpulan.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang 

diberikan adalah: 

1. Kode Etik Notaris seharusnya sudah ditanamkan sejak dini pada awal 

masa pendidikan kenotariatan. Hal ini sangat berpengaruh besar untuk 

pengembangan diri yang lebih baik bagi profesi Notaris di saat telah 

memasuki dunia praktik. Diperlukannya pendidikan Kode Etik Notaris 

secara berkala bagi Notaris yang telah praktik untuk selalu beradaptasi 

dengan perkembangan jaman. Mengingat bahwa perubahan jaman begitu 

cepat terjadi, khususnya dibidang teknologi dan informasi.  

2. Selama ini ada beberapa Notaris yang memang diberikan sanksi karena 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, 

namun sanksi tersebut tidak pernah dipublikasikan sehingga tidak 

mempunyai efek jera yang besar terhadap Notaris yang bersangkutan. 

Jika saja sanksi tersebut diumumkan akan menjadi lebih efektif karena 

efek dari sanksi sosial lebih dirasakan. 
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